BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pemilihan yang dilakukan secara
serentak untuk mendelegasikan ataupun menyerahkan mandat tertentu dari
pemegang kedaulatan tertinggi (rakyat) kepada orang atau partai yang dipercayai
sebagai wakilnya untuk menjalankan kedaulatan tersebut. Oleh Kkarena itu
pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat agar dapat memilih wakil-
wakilnya yang terpercaya untuk menyelenggarakan urusan dalam pemerintahan.

Pemilihan umum adalah ajang memilih pemimpin, yang di dalam Islam
merupakan suatu hal yang penting sehingga terdapat pedomannya. Dari sisi
hukum, Imam Al-Mawardi menyatakan di dalam karya monumentalnya Al-
Ahkam As-Sulthaniyyah bahwa berdasarkan ijma’ wajib hukumnya mengangkat
pemimpin bagi umat.? Sebagian dari pedomannya adalah adanya batasan bagi
Muslim dalam memilih pemimpin, misalnya, seperti yang termaktub di dalam

Q.S. Al-Maidah/5:51.
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"Nurul Huda, Hukum, Partai Politik dan Pemilu di Indonesia (Bandung: Fokus media,
2018), him. 8.

?Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wal
Wilayah Ad-Diniyyah (Kuwait: Maktabah Ibnu Qutaibah, 1989), him. 3.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang

Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian

mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara

kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang
itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang zalim.””

Ayat diatas menjelaskan pentingnya dalam memilih  pemimpin.
Sebagaimana kata pemimpin dalam Islam sendiri dijelaskan melalui lafaz aulia
yaitu bentuk jamak dari kata waliy.?

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan
rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh
penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas dan profesionalitas.”

PILKADA menurut Pasall Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang memiliki arti

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah

*https://quran.kemenag.go.id/sura/5/51 diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 14.36

WIB.

“Zulkarnaini, “Memilih Pemimpin Menurut Al-Qur’an dan Sunnah”, Jurnal Manajemen
Dakwah, Vol.1 Nomor 1 (2018): him. 63.

*Rima Sri Rahayu, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Netralitas Aparatur Sipil
Negara Berdasarkan UU. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan
PILKADA” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati,
Bandung, 2018), him. 6.


https://quran.kemenag.go.id/sura/5/51

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota
untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem
pemerintahan dengan konsep Demokrasi yang sering sekali di artikan sebagai
sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini
berarti setiap pengambilan kebijakan harusnya mengacu pada aspirasi masyarakat.

Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat salah satunya dalam proses
Pemilu. Pemilu menjadi salah satu instrumen dalam menyampaikan aspirasi
ataupun memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu menjadi tempat arena kontes
bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun
di tingkat Nasional. Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat
sebagai dasar dari demokrasi yang digunakan. Pemilihan tersebut meliputi
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Legislatif
yang terdiri dari DPR, DPD, serta DPRD di tingkat Provinsi maupun di tingkat
Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian yang terakhir yaitu Pemilihan
Kepala Desa.’

Kepala desa ialah birokrat yang memiliki kekuasaan paling tinggi ditingkat
desa, dimana kepala desa memiliki peran penting terhadap proses berjalannya
pemerintahan desa. Wujud kepala desa ialah orang yang sangat dihormati di

golongan warga. Tidak hanya selaku pemimpin desa, kepala desa pula ialah elit

®Brinda Talenta, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (studi
kasus: Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019)” (Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2020), him. 2.



politik yang sangat mempengaruhi warga. Besarnya pengaruh peran kepala desa
terhadap masyarakat kerap menjadikannya selaku panutan untuk warga.

Namun dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat pemerintah desa,
kerap ada kepala desa yang ikut serta politik, dimana dia berfungsi selaku
penggerak politik warga. Perihal tersebut pastinya sangat bertolak belakang
dengan jabatannya selaku aparat pemerintahan yang diharapkan berlaku netral
dalam politik.

Dengan keterlibatan kepala desa dalam berpolitik tentunya akan
menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang
mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara
berfikir sehingga akan mempunyai anggapan tersendiri terhadap keadilan kepala
desa dalam berpolitik.’

Netralitas kepala desa seyogianya diatur dalam Pasal 29 huruf g Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “bahwa kepala desa
dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf j”. Selanjutnya pada
hurufj juga disebutkan “dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam
kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Ancaman bagi kepala desa yang tidak netral juga diatur dalam Pasal 490
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan
bahwa “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara

"Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004),
him. 63.



paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah)”.

Selanjutnya dalam permasalahan PILKADA untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan adanya ketidaknetralan kepala
desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Ketidaknetralan tersebut
dilakukan oleh Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir dan Kepala Desa
Manunggal Kecamatan Karang Bintang. Hal inipun berujung pada gugatan di
Pengadilan terkait pelanggaran netralitas kepala desa dalam PILKADA Tanah
Bumbu.

Hal yang menjadi permasalahan adalah dalam kedua putusan Pengadilan
dalam perkara pelanggaran netralitas kepala desa adalah bahwa hakim Pengadilan
Negeri Batulicin memberikan amar yang berbeda dalam kedua perkara. Pada
putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN.BIn yang menjerat Kepala Desa Pasar Baru
dengan inisial ZI, hakim menjatuhkan vonis 3 bulan penjara atas pelanggaran
pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-undang. Namun pada putusan Nomor288/P1D.SUS/2020/PN.BLN yang



melibatkan Kepala Desa Manunggal dengan inisial P, hakim justru menjatuhkan
vonis pidana bersyarat. Padahal pelanggaran yang dilakukan P termasuk
pelanggaran netralitas sebagaimana yang dilakukan oleh ZI selaku Kepala Desa
Pasar Baru.

Pelanggaran yang dilakukan ZI adalah dengan ikut berkampanye secara
tidak langsung dengan memasangkan kaos calon Bupati dan Wakil Bupati dengan
Nomor urut 01 kepada salah satu warga. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh
P selaku Kepala Desa Manunggal adalah dengan terang-terangan ikut kampanye
dan yel-yel untuk mendukung Paslon nomor urut 03 dan P menyatakan dengan
jelas menyatakan bergabung dengan Paslon nomor urut 03 serta menantang untuk
di proses hukum. Akan tetapi majelis hakim memberikan vonis yang berbeda,
padahal pelanggaran yang dilakukan oleh ZI dan P adalah sama-sama telah
melanggar netralitas Kepala Desa dalam PILKADA. Di dalam Pengadilan perkara
pelanggaran netralitas kepala desa bahwa Hakim Pengadilan NegeriBatulicin
memberikan amar yang dinilai tidak mencerminkan ketentuan politik di
Indonesia. Tersangka P selaku Kepala Desa Manunggal Kecamatan Karang
Bintang telah melakukan pelanggaran netralitas yang kemudian didakwa melalui
putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.BIn. Majelis hakim dalam pertimbangannya
menyatakan bahwa pelanggaran P terkait netralitas kepala desa adalah dengan
terang-terangan ikut kampanye dan yel-yel untuk mendukung PASLON nomor
urut 03. P juga dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 188 JunctoPasal 71 ayat
(1) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum sehingga

dituntut 1 bulan penjara. Akan tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim



memberikan pertimbangan yang berbeda, bahwa pelanggaran yang dilakukan P
berdasarkan keterangan saksi masih dapat ditolerir sebagai sebuah pelanggaran
sehingga berujung pada vonis yang berbeda. P yang telah melakukan pelanggaran
netralitas kepala desa dalam amar putusan hakim memvonis pidana bersyarat,
artinya P tidak perlu menjalani hukuman kecuali di kemudian hari ada putusan
hakim yang menentukanlain sedangkan Tersangka ZI divonis 3 bulan penjara.

Hal inilah yang menurut penulis bahwa majelis hakim dalam
mempertimbangkan hukum melalui putusan dinilai tidak memberikan nilai-nilai
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum, padahal pelanggaran yang
dilakukan oleh P adalah bentuk pelanggaran terhadap netralitas kepala desa dalam
PILKADA. Sehingga dengan putusan ini justru akan menimbulkan keresahan
dalam masyarakat umum khususnhya masyarakat akademik.

Berdasarkan pada permasalahan tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti
permasalahan ini dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “Pertimbangan
Hakim Terhadap Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dalam PILKADA

(Studi 288/Pid.Sus/2020/PN.BIn)”

B. Rumusan Masalah
Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
Nomor288/Pid.Sus/2020/PN.BIn jika dilihat dari konsep negara hukum dan

demokrasi?



C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
Nomor288/Pid.Sus/2020/PN.BIn jika dilihat dari konsep negara hukum dan

demokrasi.

D. Signifikansi Penelitian
Dengan adanya penelitian ini yang diharapkan dan yang ingin dicapai
dalam penelitian hal ini, maka peneliti membagi dua prespektif yang pertama
secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan terkait pelanggaran netralitas kepala desa pada PILKADA
khususnya pada putusan pengadilan guna penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana dalam Prodi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan juga dapat menambah keluasan
wawasan netralitas kepala desa pada PILKADA, serta penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat

khususnya kepala desa yang lain agar menjaga netralitas dalam PILKADA.



E. Definisi Operasional
Guna menghindari penafsiran yang luas dalam penelitian ini, maka penulis
membatasi diri kepada beberapa istilah penting yakni:
1. Pertimbangan Hukum Hakim
Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequoet bono) dan mengandung kepastian hukum,
di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan
cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka
putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.® Pertimbangan hukum hakim
dalam penelitian ini yakni pertimbangan dalam Putusan
Nomor288/Pid.Sus/2020/PN.BIn.
2. Netralitas
Netralitas berasal dari kata “netral”, menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) kata “netral” artinya “tidak berpihak (tidak ikut membantu
salah satu pihak)”.9 Netralitas berarti ketidakberpihakan kepada salah satu
pihak, yang dalam hal ini adalah ketidakberpihakan kepala desa kepada salah

satu PASLON dalam PILKADA.

8Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2004), him. 140.

*https://kbbi.web.id/netralitas.html diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 15.45 WIB.
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3. Kepala Desa

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan
pemerintahan  desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. PILKADA

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 49Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun
2005 adalah: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Dalam kehidupan politik
di daerah, PILKADA merupakan salah satu kegiatan yang nilainya setara
dengan pemilihan anggota DPRD. Kesetaraan tersebut ditunjukkan dengan
kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.
5. Putusan

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-
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nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau
fakta secara mapan, mampu dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan

moralitas dari hakim yang bersangkutan.°

F. Kajian Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini lebih ilmiah, penulis berusaha
mengumpulkan beberapa literatur sejenis guna menyandingkan dengan penelitian
penulis sendiri. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Ramlan Bilatu dengan skripsi yang berjudul “Netralitas Kepala Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi
Tentang Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B
Kecamatan Bualemo)”. Ketidaknetralan kepala desa masih terjadi
meskipun telah di terbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang
mengatur tentang desa, hal ini di sebabkan oleh masih lemahnya
pengawasan yang di lakukan oleh PANWASLU khususnya
PANWASCAM dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa. Keterlibatan
birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam
Pemilihan Umum. Dengan adanya Kkeberpihakan suatu oknum
pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan
suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, dimana masih adanya para

oknum pemerintahan di kabupaten Banggai yang menggunakan

Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), him. 129.



12

kekuasaannya sebagai roda penggerak dalam menyukseskan suatu
kelompok dalam kancah perpolitikan.'! Persamaan dari penelitian ini ialah
meneliti terkait Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang
memuat tentang netralitas kepala desa. Sama dengan apa yang akan
penulis teliti terkait netralitas kepala desa dalam PILKADA, akan tetapi
perbedaan mendasar dengan penelitian penulis terletak pada studi putusan
pengadilan sedangkan Ramlan adalah studi Undang-Undang.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mega M. Mawuntu yang berjudul “Tinjauan
Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Penyelenggaraan
PEMILUKADA/PILKADA, sikap netralitas bagi ASN/ASN itu harus dan
sangat perlu, supaya tidak terulang kesalahan pada masa sebelumnya dan
untuk lebih meningkatkan profesionalitas ASN/ASN dapat dilihat
ASN/ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara diakui sebagai ‘profesi’ dan menjadi tujuan dari
Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
menjadikan ASN/ASN ‘netral’ tidak terpengaruh/dapat dipengaruhi dari
intervensi politik manapun, praktik dilapangan netralitas ASN/ASN tidak
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelarangan netralitas terhadap
ASN/ASN tidak hanya saja diatur untuk tidak berpartai politik praktis juga

diatur dalam penyelenggaraan PILKADA/PILKADA, dengan penerapan

“Ramlan Bilatu, “Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
Tahun 2015 (Suatu Studi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B
Kecamatan Bualemo)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik,
Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015), him. 26.
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sanksi disiplin secara administrasi dari tahap hukuman disiplin ringan
sampai hukuman berat (dipecat) dengan tegas ASN/ASN dilarang menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik hal ini bertentangan dengan UUD
1945.* Kemiripan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak
pada netralitas dalam pemilihan kepala daerah, Mega lebih berfokus
kepada ASN vyang ditinjau dari aspek HAM sehingga menjadikan
penelitiannya lebih unik. Namun justru inilah yang menjadi perbedaan
dengan penelitian penulis, bahwa penulis berfokus kepada sebuah putusan
pengadilan yang melibatkan netralitas kepala desa dalam PILKADA.

3. Jurnal yang ditulis oleh Anita Lubis, M. Arif Nasution, dan Heri
Kusmanto yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”. Sosialisasi dan peningkatan
kesadaran pemilih di Desa Bandar Khalipah, melalui Kepala Desa
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya
pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah walaupun pemilihan itu
hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja; meningkatkan pemahaman
dan pengetahuan masyarakat Desa Bandar Khalipah tentang tahapan dan
program pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; meningkatkan
pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hal teknis dalam
menggunakan hak politik dan hak pilih dengan benar; meningkatkan
kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam

setiap tahapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun

“Mega M. Mawuntu, “Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan
Kepala Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Lex Administratum,
Vol. 5 Nomor 7, September (2017): him. 5.
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PILKADA hanya diikuti oleh 1 pasangan calon saja.** Penelitian ini
memiliki kelebihan yakni melihat peran kepala desa dalam PILKADA
khsusunya terkait sosialisasi PILKADA kepada masyarakat. Namun inilah
yang membedakan jelas dengan penelitian penulis, yakni fokus penelitian
penulis adalah pada dua produk putusan pengadilan terkait netralitas
kepala desa dalam PILKADA.

4. Jurnal yang ditulis oleh Indra Swasti Gama Bhikti dan Tri Agus Gunawan
yang berjudul “Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen,
Magelang”. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat
merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah penyelenggaraan
Pemilu, sebab tingkat partisipasi politik masyarakat ternyata dipengaruhi
oleh adanya praktik politik uang yang kerap terjadi menjelang Pemilu.
Terjadinya politik uang dikarenakan saat ini masyarakat mulai dipengaruhi
oleh pemikiran yang rasional dalam memandang partisipasi politik. Dari
hasil penelitian, terbukti masyarakat memiliki pemikiran yang sangat
rasional dalam Pemilu. Dorongan uang dalam Pemilu menjadi sesuatu
yang sangat penting bagi masyarakat. Pada intinya masyarakat akan

menentukan untuk berpartisipasi ketika partisipasi tersebut memberikan

BAnita Lubis, M. Arif Nasution, dan Heri Kusmanto, “Peran Kepala Desa dalam
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, Jurnal Iimu Pemerintahan dan
Sosial Politik Universitas Medan Area, VVol. 7 Nomor 2 (2019): him. 200.
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keuntungan secara nyata kepada dirinya.'* Perbedaan jelas dari penelitian
ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian, yakni
penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pemilu sedangkan penulis
berfokus pada PILKADA. Terlebih penulis meneliti terkait putusan

pengadilan tentang netralitas kepala desa dalam PILKADA.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
menentukan arah penelitian dan penulisan.Dalam hal ini tujuan penulisan dalam
suatu penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologi dan konsisten.*

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun
penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji atau
meneliti suatu hukum atau peraturan maupun dokumen-dokumen hukum.
Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu
penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perUndang-

Undangan dan bahan pustaka.*®

“Indra Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan, “Peran Aparatur Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen,
Magelang”, Jurnal Suara Hukum Vol. 2 Nomor 1, Maret (2020): him. 28-29.

>Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 1990), him. 1.

1%Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
him. 56.
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2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini
yakni pendekatan analitis (analytical approach), merupakan pencarian
makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perUndang-
Undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru
dari istilah hukum dan menguji penerapan secara praktis dengan
menganalisis putusan-putusan hukum.*’
3. Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena
dikeluarkan oleh pemerintah.*® Adapun bahan hukum primer dalam
penelitian ini ialah putusan Putusan Nomor288/Pid.Sus/2020/PN.BIn.

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas
bahan hukum primer:*°
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 tahun
2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

YMukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 185-187.

8Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), him. 103.

Bpid.
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Undang-UndangNomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.

3) Buku-buku ilmiah terkait netralitas kepala desa dalam pemilihan
umum.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer dan sekunder diantaranya:®
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2) Ensiklopedia hukum.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum
yang penulis lakukan diantaranya:

a. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum
yang berupa dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Negeri Batulicin yakni Putusan Nomor
288/Pid.Sus/2020/PN.BlIn.

b. Studi Pustaka dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum
dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran
dengan melalui internet.?* Teknik ini digunakan untuk mendapatkan
bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang penelitian terkait
netralitas kepala desa dalam PILKADA.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

2bid., him. 104.

“Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., him. 160.
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a. Pengolahan Bahan Hukum
1) Sistematisasi, yakni peneliti menyeleksi setiap bahan hukum
kemudian mengklasifikasikan dan menyusun bahan hukum
tersebut secara sistematis. Sehingga antara bahan hukum satu
dengan yang lainnya saling berhubungan.
2) Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian
berdasarkan  bahan  hukum vyang diperoleh  kemudian
menganalisisnya.?
b. Analisis Bahan Hukum

Penulis kemudian menganalisis bahan hukum secara deskriptif
yakni analisis putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin
yakni Putusan Nomor288/Pid.Sus/2020/PN.BIn,yang dianalisis dengan
menggambarkan dan membahas bahan hukum yang didapat dengan

mengacu pada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting untuk
mempermudah pembaca dalam memahami materi dan tata urutan pada penelitian
ini, maka dari itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian,

22 Burhan Ashshofa, op.cit., him. 181.
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definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, landasan teori dan
sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan teori-teori yang melandasi
pembahasan masalah yang diteliti antara lain pengertian pemilihan umum, negara
hukum, demokrasi, pertimbangan hukum dan lainnya yang berhubungan dengan
penelitian ini.

Bab Il Analisis, pada bab ini akan menganalisis Putusan Nomor
288/Pid.Sus/2020/PN.BIn. yang ditinjau melalui pendekatan yuridis atau
pendekatan perUndang-Undangan dengan menyandingkan bahan hukum yang
ada.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan penutup penelitian yakni simpulan

dan saran.





